KPK 2025

Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
I. DATA PRIBADI
1. Nama : SUMARSONO
2. Jabatan : KEPALA SUBDIREKTORAT PERUMUSAN KEBIJAKAN PIUTANG NEGARA
3. NHK : 430892
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 460.000.000

1. Tanah Seluas 145 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG , HASIL
SENDIRI Rp. 290.000.000

2. Tanah Seluas 85 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG , HASIL
SENDIRI Rp. 170.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 94.500.000

1. MOBIL, DAIHATSU XENIA Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp.
48.000.000

2. MOTOR, HONDA ASTREA Tahun 1988, HASIL SENDIRI Rp.
4.000.000

3. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.
9.000.000

4. MOTOR, HONDA H1B02N42LO A/T Tahun 2023, HASIL SENDIRI
Rp. 17.500.000

5. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp.

16.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 15.500.000
D. SURAT BERHARGA Rp. A
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 8.300.000
F. HARTA LAINNYA Rp. i

Sub Total Rp. 578.300.000
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1. HUTANG Rp.
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 578.300.000
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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2025

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA . DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
I. DATA PRIBADI
1. Nama : SALMAN PARIS MUDA
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN UMUM
3. NHK 1 974418
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp.

PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

1. Tanah dan Bangunan Seluas 118 m2/128 m2 di KAB / KOTA KOTA
DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/65 m2 di KAB / KOTA KOTA
MEDAN , HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 39 m2/39 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

4. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/22 m2 di KAB / KOTA
TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp.

1. MOTOR, YAMAHA JUPITER MX SOLO Tahun 2009, HASIL
SENDIRI Rp. 2.500.000

2. MOBIL, HONDA MOBILIO MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI
Rp. 90.000.000

3. MOTOR, HONDA VARIO 125 SOLO Tahun 2022, HASIL SENDIRI
Rp. 17.000.000

4. MOTOR, HONDA BEAT SOLO Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp.

17.000.000
HARTA BERGERAK LAINNYA Rp.
SURAT BERHARGA Rp.

KAS DAN SETARA KAS Rp.

1.800.000.000

126.500.000

35.000.000
771.200.000
462.467.329
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F. HARTA LAINNYA Rp.

Sub Total Rp. 3.195.167.329

I1l. HUTANG Rp.

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 3.195.167.329
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA . DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
I. DATA PRIBADI
1. Nama : DADANG EKO DARMINTO
2. Jabatan : KEPALA BIDANG PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA
3. NHK . 876155
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.300.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 154 m2/70 m2 di KAB / KOTA
SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 325.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 85 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA
DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 168 m2/36 m2 di KAB / KOTA
MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

4. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/70 m2 di KAB / KOTA
JEMBER, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

5. Tanah Seluas 490 m2 di KAB / KOTA BOYOLALI, HASIL SENDIRI
Rp. 150.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 289.100.000

1. MOBIL, TOYOTA INNOVA G 2.5 Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.
280.000.000

2. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp.
5.800.000

3. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp.

3.300.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. -
D. SURAT BERHARGA Rp. —

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 494.200.000
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F. HARTA LAINNYA Rp.

Sub Total Rp. 2.083.300.000

I1l. HUTANG Rp.

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 2.083.300.000
Catatan:

1

.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
I. DATA PRIBADI
1. Nama : SANTOSO
2. Jabatan : KEPALA BIDANG LELANG
3. NHK . 428081
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 200.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/45 m2 di KAB / KOTA
JEMBER, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 109.000.000
1. MOTOR, HONDA SUPRA Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.
9.000.000

2. MOBIL, TOYOTA RUSH G Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.

100.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 17.000.000
D. SURAT BERHARGA Rp. ----
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 251.488.307
F. HARTA LAINNYA Rp. 99.435.000
Sub Total Rp. 676.923.307
. HUTANG Rp. 54.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 622.923.307
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
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Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA . DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
I. DATA PRIBADI
1. Nama : FRANSISCUS RAJA DOLY
2. Jabatan : PEJABAT FUNGSIONAL PENILAI PEMERINTAH AHLI MUDA
3. NHK . 783498
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 4.275.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA
DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 1.800.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 116 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA
DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 142 m2/192 m2 di KAB / KOTA KOTA
DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 1.275.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 248.000.000

1. MOBIL, HONDA MOBILIO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.
115.000.000

2. MOBIL, HONDA BRIO SERI E MANUAL Tahun 2019, HASIL
SENDIRI Rp. 120.000.000

3. MOTOR, YAMAHA FINO MATIC Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp.

13.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 105.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. E ot

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 200.026.000

F. HARTA LAINNYA Rp. 2
Sub Total Rp. 4.828.026.000

. HUTANG Rp. 825.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-11T) Rp. 4.003.026.000

Catatan:
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1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
I. DATA PRIBADI
1. Nama : RACHMADI
2. Jabatan : KEPALA BIDANG PENILAIAN
3. NHK . 765537
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.570.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 107 m2/100 m2 di KAB / KOTA
BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 1.400.000.000
2. Bangunan Seluas 35 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI
Rp. 840.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 140 m2/100 m2 di KAB / KOTA
MAJALENGKA, HASIL SENDIRI Rp. 330.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 344.500.000
1. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.
4.500.000

2. MOBIL, KIA CARENS Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp.

340.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 110.300.000
D. SURAT BERHARGA Rp. 20.000.000
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 30.000.010
F. HARTA LAINNYA Rp. -
Sub Total Rp. 3.074.800.010
. HUTANG Rp. 1.580.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 1.494.800.010
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
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dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA . DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
I. DATA PRIBADI
1. Nama : AWALLUDIN IKHWAN
2. Jabatan : KEPALA BIDANG KEPATUHAN INTERNAL, HUKUM, DAN INFORMASI
3. NHK : 152734
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 329.000.000

1. Bangunan Seluas 98 m2 di KAB / KOTA BOJONEGORO, HASIL
SENDIRI Rp. 175.000.000
2. Tanah Seluas 1.380 m2 di KAB / KOTA BOJONEGORO, HASIL
SENDIRI Rp. 54.000.000
3. Bangunan Seluas 90 m2 di KAB / KOTA BOJONEGORO, HASIL
SENDIRI Rp. 100.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 119.500.000
1. MOBIL, DAIHATSU TERIOS MINIBUS Tahun 2016, HASIL
SENDIRI Rp. 100.000.000

2. MOTOR, HONDA PCX Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.

19.500.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 45.000.000
D. SURAT BERHARGA Rp. -—--
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 466.000.000
F. HARTA LAINNYA Rp. 32.000.000
Sub Total Rp. 991.500.000
. HUTANG Rp. 3.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 988.500.000
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan




KPK 2025

Komisi Pemberantasan Korupsi

dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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